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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan hidayah-
Nya kami dapat menyiapkan dan menyusun Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2020.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 kami
susun dengan berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) Kabupaten Musi
Rawas Utara Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )
tahun 2020 yang menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menyusun Rencana
Kerja Anggaran (RKA-OPD). Dengan harapan secara bertahap pola pembangunan di
wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara akan terus menuju kepada pola pembangunan
yang efektif, efisien dan tepat waktu serta sasaran dalam rangka mensejahterakan
masyarakat.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Musi
Rawas Utara Tahun Anggaran 2020 ini kami susun semoga dapat bermanfaat bagi

seluruh komponen Pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.

Muara Rupit, 2019
BUPATI MUSI RAWAS UTARA

g ¢
SYARIF HIDAYAT
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun
2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam
Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai
melalui proses perencanaan / penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).

Kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh
dari pendapatan daerah, tidak terlepas dari prospek perekonomian nasional dan
daerah ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nantinya jelas akan digunakan untuk
mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan
kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara. Selain itu
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi dengan upaya
penyatuan persepsi antara kebijakan program dan kegiatan pemerintah pusat
dan daerah yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan
pembangunan nasional.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan dan penganggaran

merupakan proses yang integratif yang meliputi : Penyusunan Rencana
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPIJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
selanjutnya dituangkan dalam dokumen proses penganggaran tahunan daerah
berupa Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2020, tahapan awal yang
dilakukan adalah menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan (PPAS). Hal ini sesuai dengan ketetapan Pasal 34 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang
menyebutkan bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)
kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS).

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran organisasi Perangkat Daerah (RKA-
OPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Musi Rawas Utara. PPAS memuat prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan
dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari OPD
terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di
masing-masing OPD berdasarkan program dan kegiatan. Pagu sementara
tersebut akan menjadi pagu definitif setelah Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disepakati antara Kepala Daerah
dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam penyusunannya PPAS
berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA-APBD) Kabupaten
Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2020, dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas
Utara tahun 2016-2021.
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1.2. Tujuan
Memperhatikan kondisi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam KUA
tahun 2020 maka PPAS Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 bertujuan:

1. Menyusun pedoman yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran OPD/UKPD tahun 2020;

2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran
2020 menurut urusan/bidang, urusan pemerintahan daerah, OPD/UKPD
penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk
setiap program dan kegiatan.

3. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya

peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat

1.3. Dasar Hukum
Landasan hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintahan Pusat dan pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara / Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pendoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

17.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 7 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
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BAB I1
RENCANA PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah yang
tercantum dalam Rancangan KUA Tahun 2020, Pendapatan dan Penerimaan
Pembiayaan Daerah terdiri atas 4 (empat) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah serta
Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan
dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi
kualitas otonomi daerah. semakin tinggi kualitas otonomi daerah maka,
ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. sedangkan Dana
Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk
mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan
pemberian otonomi daerah kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
Sah merupakan bagi hasil dari pemerintah daerah lainnya dan pendapatan dari
pengelolaan aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Selanjutnya
Penerimaan Pembiayaan diambil dari perkiraan Silpa tahun lalu.

Berikut adalah uraian tentang Rencana Pendapatan Daerah dan Penerimaan
Pembiayaan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2020.

2.1 Rencana Pendapatan Daerah
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah
Adanya Desentralisasi memberi kesempatan pada daerah untuk
meningkatkan potensi pendapatannya tanpa tergantung pada pusat diwujudkan
melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu pemberian sumber - sumber
penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan

potensi daerah. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 adalah sebesar
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Rp. 56.214.544.000,00 Sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari
pendapatan asli daerah yaitu :
a. Pajak Daerah

Kewenangan Daerah untuk memungut pajak diatur pelaksanaannya
pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Jenis
pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 8
(delapan) jenis, yaitu : Pajak Restoran, Pajak reklame, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Parkir, Pajak MBLB (golongan C), Pajak Bumi dan Bangunan,
BPHTB, dan Pajak Air BAwah Tanah.

Berdasarkan penerimaan Tahun 2018 dan perkiraan tahun 2019
maka proyeksi pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 sebesar
Rp. 13.547.500.000,00

b. Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 telah mengatur tentang
Retribusi Daerah, adapun komponen-komponen dari retribusi daerah terdiri
dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi perizinan
Tertentu. Berdasarkan penerimaan Tahun 2019, maka proyeksi penerimaan
hasil Retribusi Daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 859.500.000,00

C. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Sumber-sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah bersala dari
Penerimaan Jasa Giro Atas KAs Daerah, Penerimaan dari Bunga Deposito, dan
Lain-lain pendapatan daerah yang sah. berdasarkan penerimaan Tahun 2019,
maka proyeksi pendapatan Lain-lain PAD yang sah Tahun 2020 adalah
sebesar Rp. 41.807.544.000,00

2.1.2 Dana Perimbangan
Berdasarkan penerimaan Tahun 2018 dan perkiraan pendapatan Tahun
2019, maka proyeksi Dana Perimbangan Tahun 2020 ditargetkan sebesar
Rp. 812.158.232.754,00
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2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.3

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi serta upaya meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah. tujuan utama dari Dana Bagi Hasil adalah untuk
mengurangi ketimpangan fiscal vertical antara Pemerintah Pusat dan
Daerah. Berdasarkan perkiraan penerimaan Tahun 2019 maka Dana Bagi
Hasil Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 290.901.147.631,00

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi. Formula DAU menggunakan pendekatan fisca/ gap (celah
fiskal) yaitu selisinh antara fisca/ needs (kebutuhan fiskal) dikurangi dengan
fiscal capacities (kapasitas fiskal) Daerah dan Alokasi Dasar (AD). adapun

formula DAU sebagai berikut :

DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)
dimana AD = Gaji PNS Daerah
CF = Kebutuhan Fiskal — kapasitas Fiskal

variabel kebutuhan fiskal terdiri dari : jumlah penduduk, luas wilayah, indeks
pembangunan manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi, dan produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. variabel kapasitas fiskal
merupakan sumber pendanaan daerah yang bersalah dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil.

Dana Alokasi Umum Tahun 2020 ditargetkan sebesar
Rp. 413.248.169.000,00
Dana Alokasi Khusus

Proyeksi Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 ditargetkan sebesar
Rp.67.794.802.373,00 Penghitungan alokasi DAK dilakukan sesuai dengan
Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Penghitungan
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alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: 1) Penentuan daerah
tertentu yang menerima DAK; 2) Penentuan besaran alokasi DAK masing-
masing daerah. Adapun penentuan daerah tertentu tersebut harus
memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran
alokasi untuk masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan
indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Untuk kriteria teknis dirumuskan oleh Kementerian Negara/Departemen
Teknis terkait. Kriteria teknis tersebut dicerminkan dengan indikator-
indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi sarana-
prasarana pada masing-masing bidang/kegiatan yang akan didanai oleh
DAK.

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sumber-sumber pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah
adalah Bagi Hasil Propinsi yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan (P3ABT), Sumbangan Pihak Ketiga (SP-3) dan Dana Bagi
Hasil Lainnya yang berasal dari Retribusi IMTA, Retribusi TERA, Retribusi
Pemakaian dan Pengujian Hasil Hutan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten di
Sumatera Selatan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2A tentang Hasil Penerimaan Pajak
Propinsi yang diperuntukkan bagi Daerah Kota/Kabupaten di wilayah Propinsi
yang bersangkutan dengan ketentuan Kabupaten Musi Rawas Utara mendapat
bagian PKB dan BBN-KB sebesar 70% dari bagian 30% PKB dan BBN-KB.
Kabupaten Musi Rawas Utara mendapat bagian PBB-KB dan P3ABT sebesar
70% dari bagian 70% PBB-KB dan P3ABT dan APT Kota/Kabupaten.
Sedangkan Kabupaten Musi Rawas Utara mendapat bagian SP3 sebesar 50%
dari bagian 30% Kota/Kabupaten belum di anggarkan. Proyeksi pendapatan
dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 direncanakan
sebesar Rp. 41.807.544.000,00
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2.2 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan  pembiayaan

tahun 2020

diperkirakan

sebesar

Rp. 34.000.000.000,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(SiILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.

Rencana target Pendapatan dan

Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2020 selengkapnya tersaji pada tabel
2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2020

PENDAPATAN DAN TARGET TAHUN AGGARAN DASAR
No PENERIMAAN PEMBIAYAAN BERKENAAN HUKUM
DAERAH
PENDAPATAN 1.061.814.916.754,00
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 56.214.554,00
Pendapatan Pajak Daerah 13.547.500.000,00
Hasil Retribusi Daerah 859.500.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan )
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah 41.807.544.000,00
2 DANA PERIMBANGAN 812.158.232.754,00
Bagi Ha5|I_ Pajak / Bagi Hasil 290.901.147.631,00
Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum 413.248.169.000,00
Dana Alokasi Khusus 67.794.802.373,00
Dana Alokasi Non Fisik 40.214.113.750,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN
3 DAERAH YANG SAH 193.442.140.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah 60.700.000.000,00
Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan 101.742.140.000,00
Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerinitah Daerah 3.000.000.000,00
Lainnya
Hibah dana BOS (SD, SMP) 28.000.000.000,00
5 | PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DAERAH 34.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya 34.000.000.000,00
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BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah berisikan prioritas pembangunan yang akan dituangkan
dalam anggaran belanja daerah. Prioritas pembangunan tersebut mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020
yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara. Dengan
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat Tahun 2020 dan tingkat prioritas
dari usulan Musrenbang.

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Musi Rawas Utara Tahun 2020, rencana kerja Pemerintah Daerah dengan prioritas
pembangunan sebagai berikut :

1. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Cakupan
Pelayanan Dasar

2. Pengurangan Kemiskinan melalui optimalisasi Potensi Lokal dan Peningkatan SDM

3. Stabilitas Keamanan dan Reformasi Birokrasi

Dalam mewujudkan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas
Utara tersebut, maka pada tahun 2020 ditetapkan beberapa kebijakan selengkapnya
prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2020 dijabarkan dalam
Prioritas Pembangunan sebagai berikut :

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas dan cakupan
pelayanan dasar;
Adapun program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Pelayanan kesehatan berkualitas dan gizi masyarakat

- Pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas

- Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan pemukiman yang
layak

- Percepatan pembangunan konektivitas dan TIK
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2. Pengurangan Kemiskinan melalui optimalisasi potensi lokal dan peningkatan
SDM;
Adapun program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Penyiapan askes terhadap teknologi untuk mendukung pengembangan
potensi lokal

- Percepatan peningkatan kompetensi SDM pengembangan potensi lokal

- Penyedian akses pemasaran produk industri olahan

- Penyediaan bantuan langsung sosial.

3. Stabilitas keamanan dan reformasi birokrasi.
Adapun program-program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Keamanan dan ketertiban dengan :
o Penangan penyalahgunaan narkoba
o Penanganan Konflik sosial
- Reformasi Birokrasi
o Peningkatan nilai sakip
o Opini BPK
o Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
o Peningkatan Kompetensi ASN
- Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik
o Pelayanan terpadu satu pintu

o Peningkatan pelayanan administrasi Kependudukan
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BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN

Dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS APBD) Tahun Anggaran 2020 ini Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas Utara juga melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir
program dan kegiatan prioritas yang menjadi janji politik Bupati dan Wakil Bupati
terpilih serta melanjutkan dan mengoptimalkan prioritas, sasaran dan fokus
pembangunan yang telah tertuang di dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2020 bagi program dan kegiatan yang belum terakomodir oleh APBD Tahun
Anggaran 2019 sehingga diharapkan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan
dapat terpenuhi.

Program dan kegiatan yang disusun senantiasa mengedepankan prinsip yang
saling bersinergi, keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan OPD,
guna pencapaian hasil pembangunan yang berdampak maksimal kepada masyarakat.
Proses pembangunan yang telah dilakukan selama 4 tahun terakhir perlu terus
dilanjutkan, dipelihara dan ditingkatkan dengan memperhatikan prioritas dan
ketersediaan dana yang dimiliki. oleh karena itu, penetapan plafon anggaran untuk
setiap program dan kegiatan dari masing-masing OPD dilakukan dengan obyektif,
proporsional dan realistis.

Berikut adalah plafon anggaran sementara berdasarkan urusan desentralisasi
pemerintahan daerah dan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Musi Rawas
Utara Tahun 2020 yang telah mempertimbangkan rencana pendapatan daerah dan

penerimaan pembiayaan daerah serta prioritas pembangunan.
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4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan dan satuan kerja

Kebijakan belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas Utara, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. selanjutnya kedua urusan
tersebut dijabarkan ke dalam urusan yang dikelola oleh masing-masing OPD
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan urusan dan satuan kerja yang diselenggarakan di Kabupaten
Musi Rawas Utara, plafon anggaran sementara pada Tahun Anggaran 2020 tersaji
dalam lampiran tabel IV.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan dan
Satuan Kerja.

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan masing-masing urusan pemerintahan sesuai
dengan fungsi dan kewenangan dari masing-masing OPD, maka perlu disusun
program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
OPD. hal ini bertujuan agar kewenangan dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat dapat berjalan maksimal.
program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik berupa personil, barang modal, teknologi dan dana, maupun kombinasinya ke
semua jenis sumber daya sebagai masukan (/nput) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan azas dan manfaatnya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam program
RPIJMD, RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 yang tersaji dalam lampiran tabel IV.2 Plafon Anggaran

Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020.
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4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan
Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja terbagi kedalam dua kelompok, vyaitu belanja
langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung merupaka
belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari : belanja
pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan
sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak
terduga. Garis besar plafon anggaran sementara tahun anggaran 2020 untuk
belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,
bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Selengkapnya tersaji pada
lampiran tabel IV.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.
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BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Komponen pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan. Sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan
yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh
daerah, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya.

5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Estimasi pada komponen penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran
2020 sebesar Rp.34.000.000.000,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019. Angka ini merupakan estimasi yang
didasari proyeksi penyerapan anggaran oleh OPD pada tahun anggaran 2019.

5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari beberapa komponen
diantaranya adalah penyertaan modal ( investasi ) pemerintah daerah sebesar
Rp. 4.000.000.000,00 yang merupakan estimasi berdasarkan pengeluaran
pembiayaan daerah pada APBD tahun anggaran 2019. Sehingga pembiayaan
netto didapat sebesar Rp. 30.000.000.000,00 Jumlah tersebut didapat dari hasil
pengurangan penerimaan pembiayaan daerah dikurangi dengan pengeluaran

pembiayaan daerah.
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Berdasarkan uraian diatas maka pembiayaan daerah Kabupaten Musi Rawas
Utara Tahun Anggaran 2020 direncanakan seperti dijelaskan pada tabel V.1 berikut

ini.

Tabel V.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2020

PLAFON ANGGARAN
No URAIAN SEMENTARA
(Rp)
1 2 3
PEMBIAYAAN DAERAH
1 | Penerimaan Pembiayaan 34.000.000.000,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun sebelumnya

1.2 | Pencairan Dana Cadangan

1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang

"~ | dipisahkan

1.4 | Penerimaan pinjaman daerah

1.5 | Peneriaan kembali pemberian pinjaman
1.6 | Penerimaan piutang daerah

1.1 34.000.000.000,00

2 | Pengeluaran Pembiayaan 4.000.000.000,00
2.1 | Pembentukan dana cadangan
2.2 | Penyertaan modal (investasi) daerah 4.000.000.000,00

2.3 | Pemberian pinjaman daerah

PEMBIAYAAN NETTO 30.000.000.000,00
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BAB VI
PENUTUP

Pergeseran asumsi yang melandasi penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara akibat adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara serta dengan adanya
penambahan atau pengurangan sumber pendapatan daerah  setelah
ditandatanganinya Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
antara Bupati Musi Rawas Utara dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara maka, terhadap program dan kegiatan yang tercantum
dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta
pagu anggaran definitif apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara, dengan cara dilakukan pada saat proses
pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini dibuat untuk dijadikan
sebagai dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020.
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